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Legat enforc.cment irclitics in society, claims equality of right before 'fte law that
nor""auys it still in thc procees of looking for shape. Indonesia has inclinalion firmly be
oriented io Lq.w in action in order io proposc lcgal utility principal.
Abstrd(
Fotitik percgakrn hukum deianl maqrarakal rnenuntut Dcrsalnaan hak di hadapan
hukurn yang pada saat im masih dalarn proses pencarian bcntuk. Indoncsia merniliki
ka;enderungan )mg sang&t kuat untuk berorientasi pada law in a,ction guna
rnemajuknn prinsip kornanfaatan hukum.
'Kata kunci: Penegakan brr^lkunr, Pelayanan masyaftkat. lnw in
action
l" Pnohlermatika
Folitik petegakan huktlm atau yang berkaitaa dengan
kebijalcsanaan pemerintal/negara di bidang hukum, khusumya
datarn bidang peiayanan mas)'arakat seringkali dikaitkur dengan
law enforcemenl atau di dalam batrasa Belanda disebut
rechtshandhaving. Kata-kata'f'arce" atau "handhaving" tersebut
bila dipersernpit dan dipertajarn adalah menyangkut tentang penga-
wasan dan penerapan (atal! dengan ancaman)" penggunaan instru-
ment administratif, kepidanaan, keperdataa.n atsu sanksi-salftsi lain
oidr pennerintah atau negara.
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Penegakan hukum daiam peiayanan masy-arakar khususnya
di era refbrmasi atau demokrasi dimana seulua orang rnemiliki
kebebasan berbicar4 menuntut persamaan hak drhadapan hukum
bukan hanya secara teoritis atau formal tetapi juga secara realitas,
harnpir-hampir tidak terkontrol, fidak ada kepastian hukum,
rechtzskerlteic, tguan hukum Qlaelnaangheid), sernuanya tidakjelas, semua tranya berslogan untuk mEnunfut keadilan, sem€ntars-
keadilan itu sendiri di rnata lapisal bawah (grassroot), dan iapisan
atas (upper c/ass) serta elite-eiite politik inemiiiki pandangan yang
berbeda. Dalam kondisi seperti ini bukan hanya persoaran keko-
songan hukum, tetapi hukum yang tertuiispun akan tidak ada suatu
iamrslan unnrk capa dienforce elalam rangka pe!ryanan keparia
mas;varakat. Ka;mdeinrngari yfiilg ad4 rrrisalnya di iapisan bawah
seringkali kita rnernbaca rneldui pernberitaan atau menyalsikan di
layar kaca betapa mudatrnya seseorang yeng diduga mencuri,
"rnfinyantet", kemudian dibunuh, dipotong-potong, bahkan di Kota
Malang perna& kita saksikan pula potongan kepara rnanusia ditarik-
tsrik der-rgan melrggunakan sepeda rnotor. Di kalangan atas,
mrsalny4 kita juga menyaksikan bagaimana seorang kepala polisi
(kapolri) yang oleh presiden dinonaktifkan kemudim diberhentikan"
sernenlsra legislatif menyatakan tindakan presiden Republik Indo-
nesra yang berstafus kyai tersebut "un procedural,, atau tspatrlya
bertantangan dengan Tap MPRNomor VII Tatrun 2000.
Gambman singkat dan sederhana di atas setrdak-tidah.rya
memberikan petunjuk kepada kit4 bahwa contoh-contoh peristrwa
di atas adatah rnerupakan aktaralisasi dari nilai-nilai suatu bangsa
yang sakit" bahkan seringkali pula disebut sebagai bangsa ymg
kurang beradab (.uncivilized nation\, benar-benar bdrwa hukurn
irdak dapns terakt'*aiisasi di dalarn rangka mswujudkan keten^
teraman, kearnan;ur ymg sifhurya meargayonri aizu merindturgi
kepentingan masyarakal.
tsagaiennnakah polittk peneg*kan hukum dalar"n preiayanan
rnasynrakat. khususnya di era refcrmimi ?
Ji
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2" Pernbahasan
a. Pernahaman Konsep
Politik hukum- politics of lu**, legal policy, dalarn bahasa
in<ionesia diterjernahkan kebijalsanaan pemerintah/negara rii bidang
hukur4 pengerdan mana diba-*si oleh konteks rvaktu, untuk itu,
maka dikenal politik hukum yang bersifat permanenltetap dan
poiitik hukum yang bersifat tsmporer. Adapun politik hukum yang
bersifat permanen/tetap, yaitu berupa :
1. Ada satu kesatuan sistem hukum di Indonesia.
2. Sistem hukum nasional dibangun berdasar dan untuk
memperkokoh sendisenrii Pancasila dan ULID i945
3. Tidak axla hukum yang membenkan hak rstimewa pada warga
negara tertenfu berdasarkan suku, ras atail agama. Kalaupun ada
perbedaan, semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional.
dalarn rangka kesaluan dan persatuan bangsa.
4. Fembentukan hukum mernperhatikan kemajemukan masyarakat.
5. F{ukum adat dan hukum tidak ternrlis lainnya diakui sebagai sub
sistern hukurn nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan
dipertahankan dalam pergaulan rnasyarakat.
6. Pernbentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi
masyarakat.
7. Flukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umurn
(keadilan sosial bagr seluruh ralsya$ terwujudnya masyarakat
lndonesia yang dernokratis dan mandiri serta terlaksananya
negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi (Bagir Manan,
le95).
Sedangkan politik hukurn yang bersifat ieflnporer adalah
kebijaksanaan 
-vang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan
kebutuhan y6ng menoakup 2 kegiatan utama yrutu politik pery
begU*rag Uukurn dan politik penegakan hukum. Dan politik
penegakan hukuxr adalah berkaitan dengan kebijaksanaan yang
bersangkutan dengan kebijalrsanaan di 
_ 
birlang peraclilan dan
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b. Kebutuhan Hukum Dan Polayanan flukum
Sebagaimana dikemukakan di atas tadi bahwa penegahan di
bidang pelayanan'hukuin pada masyarakat adaiah menyangkut
tentang enfctrcement arau dengan kata lain apa dan bagaimana
hukum yang dibutuhkan masyarakai dan pelaksanaannya adala.'r
sesuatu hal yang narnpaknya mendasar untuk dijawab terlebih
dahulu. untuk itu, keberadaan hukunr di lndonesia, bark di dalam
bentuk dasamya dalam pengertian bangsa serta bagaimana pelak-
safiaannya, dalam kaitannya dengan proses perubahan atau refor-
masi saat ini rnemerlukan pengkaiian ulang tral-hal yang bersifat
sejerah,4dstori, khususnva menyangkut fungsi hukum. Fa&am
pertama menyatakan bahwa fimgsi hukum adalah mengikuh
perubahan-perubahan dan sedapat mungkin rnengesahkan peru-
bahan-perubahan tersebut. Faharn ini dipelopori oleh Mazhab
Sejarah dan Kebudayilm yang tokohnya adalah FC Von Savigny.
Sedangkan faham kedua yang dipelopori oleh Jeremy Bentharn"
mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untnk
rnengubah masyarakat yang kemudian oleh Roscoe pound dikern-
bangkan serta diperluas di dalam ajarannya, yaitu aliran jurispru-
dence sosiologieal.2
Kedua fbham te$ebut di atas dapat dipandang bahwa hukum
berfi.rngsi sebagai sarana untuk mernpertahankan stabilitas atau
hukum sebagai sarana untuk melakukan sosioa I engineering. Bi\a
kita mengikuti aliran sosio enginering ini, maka pertanyaan berikut-
nya adalah hukum yang bagaimanakah yang diterapkan atau yang
digunakan di dal*m rangka rnelayani kepe,ntingan mas,varakat. oleh
karena penggunaan sosio enginering di atas barangkari sangat arif'
dan bijaksana untuk melihat setidak-tielakrya z corak atau was-na
maslarakat pada urnurnyq yaifu :
l. fufasvarakat yang bersi{at tradisional das2. b{es_varakat ynng bersiiat modern.
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Kebutuhan hukum bagi masyarakat tadisional adalah
mesyarakat yang rnenginginkan :
l. Mergutarnakan kepercayaan daripada ketmtuan hukum formal.2. Mementingkan moral yang harus ditegakkan, yaitu menjaga
saling percrya dan msntaati 
^payangsudah 
dipeqanjikan.
3" Mengutamalian penge,lrdalian yang bersifat sosid, moral dan
agamis dalam menghadapi dan mencegah perbuatan warganya
yang memalukan dan teroela"
Ciri atau wama seperti ini sangat tepat digambarkan oleh
David M. Fngel yang mengernukakan :
"Particuhrly among the furmers, promises and haftdshakes hfrd
histcrically been the ba,ses fcr essentia! exchanges the
*aditionalfarming ecanorny had undergone prafound changes and
old - fasltioned exehange relationship based on a promise and a
handshslre were na longer of cenffal importance.s
Kondisi di atas, menurut hemat penulis sangat relevan
dengan kondisi ymg ada di'hndonesi4 bahkan kondisi seperti itu
dilegrtirnate oleh Tap MPR RI No. tvi]vtpwtggg tentang Garis-
Garis Besar Ftraluran Negara pada Bab n/ Arah Kebfakan tentang
F{ukum dikemukakan :
i. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan maqyarakat
untuk terciptanya kesadaran dm kepatuhan hukum datam
kerangka suprernasi hukurn dan tegaknya negara hukurn.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dar terpadu
riengan rnengakui dan rnenghormati hukum agama dan hukum
ada! serta rnemperbaharui perundang-undangan warisan koronial
dan hukulrn naslonal yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan
gender dan ketidek sesuaiannya detrgan tuntuten reformasi
nnelalui f,lrogram legisiasi.3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebrh nnenjamln
kei:astian irukurn, keadilan da,n kebenara'r, suprernasi hukurn"
serta meng$targai l:ak asasi manusia.
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4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang
berkaitan dengan halc asasi rnanusia sesuai dengan kebutr.rhan
dan kepentingan bangsa dalarn bentuk undang-undang.
5. Meningkalkan lntegritas moral dan keprofesionalan aparat
penegak hukurn, temlasuk Kepulisian Negara Republik Indo-
nesi4 untuk menumbuhkan kepereayaan masyaralcat dengan
rneningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana
hukurn, pendidikan, serta pengawasan yang efektif
6. Mewujudkan lernbaga peradilan yarg mandiri dan bebas dari
pengaruh penguasa C*n pihak manapun.
7. Menge-mbangkan peraturan perundmg-unaiargan yang mendu-
kung kegiatan perekononuan dalam menghadapi era perda-
gangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
8. Menyelenggarakan proses peradilur secara wpat, mudah, rnuratr
dan terbr.rk4 serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisrne dengur
tetap rnenjuryung tinggl asas keadilan dan kebsraran.
9. Manmgkatkan pernahaman dan penyadaruq serta nreningkatkan
perlindungan, penghormatan, dan penegakan trak asasi manusia
dalam seluruh a-spek kehidupan.
10. il{enyelesaikan trerbagai proses peradilan terhadap pelanggaran
hukum dm hak asasi rnanusia yang belum ditangani secar&
iltntas.
Berdasarkan h.al-hal tersebut di atas, maka kehidupan sosial
rnesy'arakat hta saat ini y'ang semula adalah bercarak tradisional
tlengan menitrkberatkaa sistern hukumnya kepada hukum tidak
tedulis, sifartnya sangat aganris, kekeluargaan" musyawarah inufakat,
kemudian sekamng di dalan'i proses rnodernisasi yang menonjolkan
inclividu:a.listis d*ngan penekanan pada hak-lmk asasi r*anusia serta
kapitaiistis y;urg i:ersifai rnaterialistrs. Sdanr kondisi seperrr rnr
v"ang kita sebr.lt dengan ptoses rnodemisasi inaka akan teryadi
Flerten{fir} ga& ltetegafi g an-ketegan g an, teka,:an-tekman }/-ilt1g flnen-
i:iorong ke arah pen-rtrm:h:ie*n }:ra.lkurro firrvnal se{lagai sil{'ar'l;'i
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pengendalian sosial yang fomra!. Ketegangan seperti itu harnpir
tidak dapat terhindarkan karena fondasi masyarakat tradisionai yang
bercorak fradisional serta benemangat membela kepentingan ko-
lonial sehingga rnempunyai implikasi-irnplikasi hukurn berfungsi
melaiyani kepentingan struktur masyarakat atas (elite birokrasi) dan
hu-kum sebagai sarana. legrtirnasi kekuasaan untuk melayani
kepentingarurya daripada melayani kepentingan masyarakat bawah.
Oleh karenanya corak tradisional di atas dimana hukum mengabdi
pada kepentingan elite atas sesungguhnya di Indonesia bukan hanya
ada pada z^mar: F{india Belanda tetapi pada era Orde Baru hal-hal
seperti itu r:rasih jarnak untuk kita saksikan. Negara yang berbau
kcnrpsi, kclusi dan nepcdsme, khususnya didalam rangka rneng-
exploitisir kekayaan alam atau harta kekayaan bangsa hr4onesia
hanya berfumpu pada kelompok atau golongan terterntu yang kondisi
seperti ini dilegitimate dengan berbagai peraturan yang sif,atlya
fornnal, antara lain sErta paling banyak jurniahnya adalah dalam
bentuk Keputusan Presiden (Keppres). Itulah sebabnya di zaman
Presiden Habibie kita mengetahui pullrhan Keppres yang ditinjau
atau dihapuskan karena isinya sarat dengan KKN, dan di era
reformasi sekarang. yaitu suatu era yang sifafrrya mengoreksi, yaitu
suahr upaya yang tidak mudah dilaksanakan maka terjadilah
ketegangan, tekanan yang di era reformasi sekarang ini adalah suatu
era yang berupaya untuk melakukan pernbentukan hukurn formal
sebagai sarana pengendalian sosial yang forrnal pula.
c. Pel,nyaxran Hukum Snn KevaErurnan f{ukum
N{enggarnba.rkan politik peurbururkan ateu pemba}rarua:i
htrktrrn secam torrnal di Indonesia daiam artian nasional, seakan-
akan seperti orang yang beqalan di tempat. Kondisi ini semakin
rnempnhatinicar di$alam perkembangan inodern sekarang dimrana
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sudah trdak ada (bordeerless) dan harus diakui pula pembaharuan
hukum dalam kaitannya dengan penegalcan hukum yang berlaku
bagi suafu bangsa dan negara tidak dapaf dilepaskan dari per-
kembangan intemalsional, setidak-tidaknya dengan kondisi dan
situasi dengan negara-negara tetangga
Keberadaan hukum di Indonesia sekalipun berbau nasional
dalam artian peraturan-peraturan hukurn yang dibuat dan diber-
iakukan setelah lndonesia merdeka pada umumnya adalah diwamai
oleh warisan kolomal. Perubahan dan pernbatraruan hukum memang
udak mudah untuk dilakukan secara radikal oleh karena ia
berhubungan dengan budaya atau culture suatu rnasyarakar dan
ironimya budaya mas-varakat kita addatr bucia,va ymg rnengabsorp
atau didominasi oleh budaya koloniai, sehingga pola penlaku
masyarakat dan khususnya pejabat-pejabat adalah bermeirtal feodal.
Salah satu contoh dalam hd ini adalah mengenai status dan
kedudukan pegawai negeri di Indonesia yffig didalam bahasa
Inggris disebut sebagai "public servant" atau melqymi masyaraka!
tetapi kenyataannya mereka yang dilayani masyaraka! sehingga
istilah "ambtenaar" atau pejabat nampaknya lebih tepat bila
dibandingkan dengan menggunakan istilah bahasa Inggris tadi. Bila
kondisi seperti di atas masih sepemi itu-itu jug4 nnaka persoalan
berikutrya adalah persoalan-persoalan yang sifmrya sudah
menginternasionalisasi alau " ga inte rnas ional " sudah menghadang
dihadapan kita Contoh-contoh di bawah ini akan menggambarkan
persoalan itu, yaitu :
l) Persoalan lcw of contract
Kasus 'A self service systern" atau sistem kontrak yang terjadl
dalam lingkungan swdayan.
Di daiarn hukum adat, yang masih bersitbt tradisional dirnana
rnulut dan ucapan seseoran$, masih menjadi acuan, maka
didanam melakukan transaksi iual betri adalah dilakukan secara
tuna"l dan riii, artinya tidak seperti yang ada pada L'fitab Lindang-
Undang Hukum perdata yang kita kenal dengan pu3anjian yang
sifatnya konsensuif obrigator dm levering, setringga iersoaranpembuktian dan alar-alat bukti rnenjadi p"oout* yang
rnendasar. saat ini penerapan prinsip hukum adat yang demikian
capat dlkatakan sudah ketinggaran zannan, karena hcak
memberikan rasa aman serta fidak ada kepastian hukum, karqrapada era K,tab undang-Undang Hukum perdata, transaksi
adalah identik dengan bukti. Atau dengan kata lain, udak adabukti maka tidalc ada fiansaksi. Namun perkembangan terbaru
didalam persoalan 
"raw of contract" at,*r'A serf serice system,,
nersoaiannva bukannya rnaqvarakat fi dak nrenginginkan arla-nya
buhi, tetapi sirngguh surlt memberikail aiau-menerima suatu
bukti atas terjadinya suatu tr'saksi karena era tuntutan akanpragmatisrne, kecepatan serta perlornbaan unnrk mencari profit
sangat begitu deras, tetapi persoalan akan rnenjadi kompleks
rnanakala timbul persoalan-persoalan antara !ain; dimanakah
tempat terjadinya lconhak'(roan poenitentiae) serta kapan puxa
terladinya kontrak (precise moment when ccntrict was
eoncluded) serta kapan dan dimanakah teqadi offer dan
acceptance.
2) "Contract by corespottdence,' ataa ,,Contract by communi_
cation", yaifu suatu kontrak yang seringkali digunakan durgan
mmggunakan telex, telepon, fan, komputer, intemet ataupun e.
nnail. Persoalannya adalah transalsi-nansaksi yang demikifri
manakala timbul suatu sengketa berum dicover oleh hukunn
yang berlaku di lndonesia. misalnya persoaran tansa]si bisnis
urnurnnya adalah persoaianl perdata (,,private case,). Dan surat
adalah naen"upakan buhi yang pertama dan ,[erutama sementara
fotc copy yurg tidak disertar asllnya brdralrrah merupakan arat
bukti- Dorgan denrikian printer atau print out dari terex, telepon.
fox' kon:puter, ataupun intemet, tidak bisa digrrnakan sebagai
aint bukti. Denga* demikien, apakeh {ransaksi bisnis harus
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dikesampingkan atau dihentikan karena hukum tidak mewa-
dahinya atau tidak menunjang.
3) Paten.
Suatu penstiwa atau kenyatauan yang tidak dapat dipungkin
bahwa kekuatan dan pengaruh negara-negara adikuasa di bidans
ekonomi temyata juga membawa pengaruh vang luar biasi
dengan Indonesia, misalnya di b idang inteleHual property rights 
, dibidang cipta, paten dan merk. Hukurn yang diintodusir iecara
internasional, penemuan oleh seseorang yang bersifat invention,
orisinal serta berdaya guna harus didaftarkan dan lembaga
pendaftaran ini sifatrya adalah internasional dalam artian
manaukaia sutiah didairarkan <ii suaiu ri€gara, nra-ka penernuas iiu
suda-tr fidak br^sa didaftarkan di negara-negara lain. yang klta
saksikan sekarang adalah bagaimana penemuan-penemuan oleh
orang Indonesia sudah tidak dapat lagi didaftarkan patennya
karena temyata telah didaftarkan oleh orang-orang tertentu di
negara lain, misalnya kerajinan ukir Jepara, rotan dan termasuk
produk tempe yang hasilnya berupa royalti adalah diperoleh
rnerek4 sementaxa orang lndonesia sebagai penemu tidak
memperoleh apa-ap4 hanya karena persoalan ia terlarnbat
mendaftarkannya.
4) Demikian juga tentang larangan praktek monopoli dan per-
saingan usaha tidak sehat sebagaimana tennuat dalarn Undang-
undang Nomor 5 tahun 1999 yang diakui bahwa undang-undang
ryu adalah diinuodusir dan harus diadakan untuk memenuhi
keinginan dunia internasional, suatu bahan kajian yang menarik
bila dikaitkan dengan ketentuan soko guru perekonomian di
lndonesia sebagaimana diatur dalarn pasal 33 UUD 1945.
rt. Peran Yurispr.uderasi
Gambaran urnuffil tentang pernbaharuan. hukurn dalam
hidang pelayanan di Indonesia, yaitu adalrya hukurn va.rg herjalan di
{*urnnt. sen'rentara ia. a*ia}ah mer-upaka,il nenvu}r,idan nilai_niiaiy;iwag
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mengutarnakan kepentingan kolomal. Dalam kondisi seperti ini
hukum sebagai alat rekayasa sosial pada suatu tatanan masyarakat
tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pormd sudah
merupakan suatu budaya lebih kurang 350 tahun. Derasnya arus
informasi antara negara yang satu dengan yang lain di bidang
teknologi, ekonomi, hak asasi manusie yang membuka wawasan
pola pikir rnasyarakat Indonesia, maka dipandang produk-produk
atau hukum-hukum yang lama dia"saskan sudatr tidak adil lagi.
Seiring dengan ini timbul pula gejolak atau persoalan-penoalan
sosial, di satu sisi masy-arakat tidak dapat menerima perlakuan
no'ntyrlaca sementart np-!'!gr,!Lsa sendin trr{a.k mau hergesef daniJ"i :6ua-+ rL:;iU;:t;G -
posisinya" maka konrlisi yang ada di Indonesi& saat ini sebenamya
adalah suatu kondisi yang sudah dapat diprediksi, Rarnun
penyelesaiannya yang begitu kompleks. Lebih jauh lagt, tuntutan
masyarakat akan petayanan hukum juga sangat begitu intens sebab
harus diakui telatr teqadi kekosongan hukum untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lokal, nasional, maupun
urtemasional.
e. Fergeseran Sistem Civil Law,4nglo Saxon Ala Indonesia
Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai warisan
kolonial Hindia Belanda adatah menganut sistem civil lmt yang
berrnuara pada ketentuan perundang-undangan yang sudah
mengatur sebelunnny4 sementara disisi lain, didalam sistem Anglo
Saxon hukum yang digunakan adalah hukurn yang turnbuh dan
berkembang pada saat atau waknr tertentu untuk rnengatur sesuatu.
Dengan kata lain, bukan law in books seperti pada civil law,
nrelainkan addah low in dction- yaitu hukurn yang ada pada
masyarakat. Disebutkan ala Indonesia oleh karena perundang-
undangan di tndonesia disarnping pada dasarnya rrlenganut law in
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asas legisme, "nullum delictum noellla poena sine praevia lega
poenale" tetapi juga mengakui adanya ,law in action, atau ,lnw in
society', yaitu sebag1T*u kita jumpai dalam Undang_undang
Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan hakim walib
menggali nilai-nilai yang hidup dir"lalam masyarakat. untuk itulah
maka kita kenal rechtsfinding, yaitu suatu proses yang dilakukan
oleh hakim dalam rangka rnendapatkan hukum tertulis unluk
diterapkan terhadap peristilva konkrit dan rechtvormrng, yaitu suatu
sr'ses penemuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law),
yang dilakukan oleh hak*n daiam hal hakim trdak berhasil
rnenemukan hukum tertutis serta rechtschepping. yaitu suatu
kegiahn pencipta.an hukurn cleh hakim ketika hakim trdak berhasil
menemukan hukum yang trdak terfulis daiam masyarakat.
3. Penutup
a" Sirnpuialr
Berdasarkan hal-hat tersebut di atas, maka kesimpulan yang
dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :
a- Politik pembaharuan hutrrurn di bidang pelayanan hukum seka-
rang ini masih dalarn proses pe,ncarian dan pernbentukan.b Keberadaan hukum yang bersifat tradrsional dan me,ngabdi
kepada kepentingan penguasa harus menjadi skala prioritas
unfuk clilakukan perubahan.
c' Perangkat penegak hukum yang sudah terbiasa berposisi sebaga:
pejabavambtena-r hfirus secara konsisten mengerntraiikan pada
posisinya sebagai public servant.
d- Keberariaa* hakim riatam kone{isi tensebut di atas rnemilila
posrsi yang sangal straregis" si:ba.b mau hdali mau Indonesra
men'lrliki &;ecendenrn,gan va$g sanga.t kuat r-ri:h.lk i:ercrient*si
D^T;T;b DT ULL'IL 
' 
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